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MATRIKS PERBANDINGAN 

 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PATI TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23 TAHUN 

2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 

 

Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 

Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023 

Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Harga 

Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 

Provinsi Jawa Tengah Peraturan Bupati Pati 

Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2022 Tentang Standar Harga Satuan 

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA 

BUPATI PATI, BUPATI PATI, BUPATI PATI, 

Menimbang: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023; 

Menimbang: 

a. bahwa standar harga satuan merupakan 

salah satu pedoman yang digunakan dalam 

penyusunan rencana kerja anggaran 

perangkat daerah;  

b. bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, 

terdapat kebutuhan penyesuaian dan 

penambahan standar harga untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

di Perangkat Daerah;  

c. bahwa dengan adanya perkembangan 

keadaan dimaksud maka Peraturan Bupati 

Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar 

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati 

Tahun 2023 perlu disesuaikan;  

Menimbang: 

a. bahwa standar harga satuan merupakan 

salah satu pedoman yang digunakan dalam 

penyusunan rencana kerja anggaran 

perangkat daerah;  

b. bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, 

terdapat kebutuhan penyesuaian dan 

penambahan standar harga untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

di Perangkat Daerah;  

c. bahwa dengan adanya perkembangan 

keadaan dimaksud maka Peraturan Bupati 

Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar 

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati 

Tahun 2023 perlu disesuaikan;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);  

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Tahun 1950 Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 



  

Matriks Perbandingan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 3 

 

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57);  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 

142);  

 

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57);  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);  

6. Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 34); 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 142); 

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 34) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 

Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 

Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 

TENTANG STANDAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
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HARGA SATUAN 

PEMERINTAH 

KABUPATEN PATI 

TAHUN 2023. 

PERATURAN BUPATI NOMOR 34 

TAHUN 2022 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN 

PATI TAHUN 2023. 

ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 34 TAHUN 2022 

TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PATI TAHUN 2023. 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan 

Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Pati Tahun 2023.  

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan 

Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar 

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2022 Nomor 34), diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan 

Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar 

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2023 Nomor 8) diubah, dan ditambah angka 

romawi II sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar 

Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak 

dapat dilampaui dalam penyusunan 
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Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah;  

b. referensi penyusunan proyeksi 

prakiraan maju; dan  

c. bahan perhitungan pagu indikatif 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar 

Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berfungsi sebagai : 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak 

dapat melampaui dalam pelaksanaan 

anggaran kegiatan; dan  

b. estimasi, yaitu prakiraan besaran biaya 

tertinggi yang dapat dilampaui karena 

kondisi tertentu termasuk karena 

adanya kenaikan harga pasar. 

(4) Batas tertinggi yang besarannya tidak 

dapat dilampaui sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a 

termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan 

pengadaan barang/jasa berpedoman pada 

harga satuan yang berlaku pada saat 

pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak 

melampaui harga tertinggi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, serta dilaksanakan 

secara efisien dan dapat 
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dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Pemilihan jenis barang/jasa yang akan dibeli 

dan dipergunakan disesuaikan atau setara 

dengan jenis barang/jasa yang telah 

ditentukan. 

  

Pasal 5 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf 

a dikecualikan terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengadaan barang/jasa yang 

harganya ditetapkan oleh Pemerintah atau 

Instansi/Lembaga yang berwenang. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang harganya ditetapkan oleh 

Pemerintah atau Instansi/Lembaga yang 

berwenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi : 

a. perangko, meterai dan benda pos 

lainnya;  

b. biaya listrik/air/telepon;  

c. bahan bakar minyak/gas;  

d. buku pelajaran yang telah ditetapkan 

spesifikasi dan harga eceran 

tertingginya; dan  

e. barang/jasa yang harga, jenis dan 

spesifikasinya telah ditetapkan dalam 

daftar e-catalog Portal Nasional. 

  

Pasal 6   
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Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan 

apabila: 

a. terdapat perubahan kebijakan Nasional 

dan/atau Daerah;  

b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga 

standar tertinggi, 

yang berdampak pada kebutuhan kegiatan 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pati. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Pati. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pati. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pati. 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 21 Juni 2022 

BUPATI PATI, 

ttd 

HARYANTO 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 16 Maret 2023 

Pj. BUPATI PATI, 

ttd 

HENGGAR BUDI ANGGORO 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 31 Agustus 2023 

Pj. BUPATI PATI, 

ttd 

HENGGAR BUDI ANGGORO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 21 Juni 2022 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 16 Maret 2023 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 31 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PATI, 

ttd 

JUMANI 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PATI, 

ttd 

JUMANI 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PATI, 

ttd 

JUMANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI 

TAHUN 2022 NOMOR 34 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI 

TAHUN 2023 NOMOR 8 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI 

TAHUN 2023 NOMOR 23 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 
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